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NOMOR  112   TAHUN 2010  SERI   E 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NOMOR  7  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

 KETENTUAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUNINGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan 
Usaha di Bidang Kesehatan selama ini telah diatur 
dengan Peraturan Daerah Nomor  19 Tahun 2001 
tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kesehatan; 

b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Daerah 
dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada, sehingga perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin adanya 
kepastian hukum pengaturan Ketentuan Izin Usaha di 
Bidang Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah . 
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Mengingat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat  (Berita Negara Tahun 
1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-  Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 4431); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038/Birhub/1973 
tentang Wajib Daftar Akupuntur; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
916/Menkes/Per/VIII/ 1997 tentang Izin Praktek Tenaga 
Medis; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
780/Menkes/Per/VII/2008 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Radiologi; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan 
Praktik Dokter dan Dokter Gigi; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan 
Pelaksanaan Praktek Kedokteran; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat 
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktek Perawat; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktek Bidan; 



 4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah      
Nomor 16); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
70); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 76); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12    
Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2010 Nomor 117  Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor  29 ). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KUNINGAN 
dan 

BUPATI KUNINGAN 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN IZIN 
USAHA DI BIDANG KESEHATAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Kuningan. 

3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan; 

5. Izin Usaha adalah Izin Usaha di Bidang Kesehatan. 

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang 
kesehatan. 

7. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 

8. Usaha di Bidang Kesehatan adalah semua kegiatan usaha 
di Daerah yang berkenaan dengan kerja / praktek tenaga 
kesehatan, sarana kesehatan, distribusi pelayanan obat 
skala Kabupaten, Pengobatan Tradisional serta Industri 
Rumah Tangga Makanan dan Minuman. 

9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang merupakan 
bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang 
diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau 
badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya 
penyembuhan (Kuratif) dan Pemulihan (Rehabilitatif). 

10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan 
terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang 
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis 
maupun para medis. 

11. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah 
pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan 
pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, 
kelompok, yayasan atau badan lainnya. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana 
pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 
Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang 
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan 
lainnya. 


